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Ringkasan 

 

 Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan landasan bagi 

pembuatan dan penerapan kebijakan pemerintahan yang demokratis  yang ditandai 

dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik tersebut diharapkan adanya pemberian 

pelayanan kepada masyarakat secara maksimal oleh aparat pemerintahan. Dari 

beberapa prinsip good governance setidaknya ada 3 (tiga) prinsip yang mendapat 

perhatian lebih dari pembuat kebijakan, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas 

dan partisipasi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis 

penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan public pada Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten 

Dharmasraya dan untuk  menganalisi kendala-kendala dalam penerapan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan public pada Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten 

Dharmasraya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara mendalam 

(in deep interview). 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa RSUD Sungai Dareh setidaknya telah 

menerapkan 2 (dua) dari prinsip good governance tersebut. RSUD Sungai dareh 

telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik pada 

IGD rumah sakit. Penerapan transparansi dalam pelayanan publik bisa dilihat dari 

keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, di mana Di RSUD Sungai 

Dareh, khususnya di IGD sudah ada standar operational procedural (SOP) yang 



 

 

mengatur bagaimana pelayanan yang akan diberikan kepada pasien, dalam SOP 

itu juga dicantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien/keluarga pasien 

kalau berobat melalui IGD. Transparansi juga bisa dilihat dari mudahnya 

masyarakat dalam mengakses peraturan dan prosedur pelayanan yang diberikan 

oleh pihak RSUD, baik melalu papan informasi, leaflet, brosur, website dan juga 

website Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


